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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotabaru Sampaikan 40 Rekomendasi,  

Diantaranya Pengelolaan Parkir Tidak Maksimal 

 

Sumber gambar:  

https://www.metrokalimantan.com/2021/04/rapat-paripurna-dprd-kotabaru.html 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotabaru menyampaikan 40 rekomendasi 

atas laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPj) Bupati Kotabaru tahun 2020 pada 

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kotabaru, Senin (19/4/2021). 

Rapat dihadiri Asisten II Sekretaris Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan 

Kotabaru, H. Akhmad Rivai, dan dipimpin Wakil Ketua 1 DPRD Kotabaru, H. Mukhni AF. 

Juga tampak hadir Anggota DPRD Kotabaru, Forkopimda, dan Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD). 

"Rekomendasi tentang LKPj yang telah disampaikan ini adalah merupakan bentuk 

tanggung jawab DPRD dalam menjalankan fungsi kontrol sosial serta saran konstruktif dalam 

konteks penyempurnaan dan perbaikan, guna keberhasilan pemerintah daerah dalam 

menyelenggarakan emerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta peningkatan pelayanan 

kepada masyarakat," papar Rivai. 

Ia menambahkan, terkait rekomendasi tentang LKPj yang berupa catatan-catatan 

strategis, saran maupun kritik yang konstruktif ini segera ditindaklanjuti. Ini merupakan 

masukan yang sangat berharga buat Pemkab untuk memperbaiki, menyempurnakan langkah-

langkah ke depannya untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja kepada masyarakat. 

Menurut Wakil Ketua 1 DPRD Kotabaru, Mukhni, 40 buah rekomendasi atas LKPj 

Bupati tahun 2020, dari masing-masing fraksi di DPRD nantinya akan dirangkum satu oleh 

eksekutif. 

Hal paling mendasar bahkan menjadi sorotan, terkait penurunan penerimaan daerah 

atau pendapatan asli daerah (PAD). Eksekutif dituntut lebih kreatif mengelola sumber-

sumber PAD. Seperti wisata Siringlaut, belum tergarap maksimal secara keseluruhan. 

https://www.metrokalimantan.com/2021/04/rapat-paripurna-dprd-kotabaru.html
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Dewan berjanji akan terus mendorong eksekutif, terlebih Kabupaten Kotabaru tidak 

kalah eksotiknya dengan daerah-daerah lain di Indonesia. 

Sumber berita: 

1. https://www.metrokalimantan.com/2021/04/rapat-paripurna-dprd-kotabaru.html,  

20 April 2021. 

2. https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/04/19/dprd-kotabaru-sampaikan-40-

rekomendasi-diantaranya-pengelolaan-parkir-tidak-maksimal, 19 April 2021. 

Catatan: 

1. Keuangan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Dasar hukum dalam penyelenggaraan keuangan daerah dan pembuatan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu: 

a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah; 

b. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaiman telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah; 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan 

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; dan 

d. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman 

Pengurusan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Tata Cara Pengawasan, 

Penyusunan, dan Perhitungan APBD. 

 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah, menyatakan bahwa:  

a. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah, dan 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah.  

b. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan 

kemampuan keuangan daerah. 

c. Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam 

APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka 

pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang 

berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan tidak dicatat 

dalam APBD.  

d. Dana Dekonsentrasi merupakan bagian anggaran kementerian negara/lembaga yang 

dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga. 

https://www.metrokalimantan.com/2021/04/rapat-paripurna-dprd-kotabaru.html
https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/04/19/dprd-kotabaru-sampaikan-40-rekomendasi-diantaranya-pengelolaan-parkir-tidak-maksimal
https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/04/19/dprd-kotabaru-sampaikan-40-rekomendasi-diantaranya-pengelolaan-parkir-tidak-maksimal
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e. Struktur APBD terdiri dari: 

1) Anggaran pendapatan, terdiri atas: 

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh Daerah 

yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, 

hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang 

sah. 

b) Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 

dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam 

rangka pelaksanaan Desentralisasi, yang meliputi: 

(1) Dana Bagi Hasil (DBH), yaitu dana yang bersumber dari pendapatan 

APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase 

untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan 

Desentralisasi 

(2) Dana Alokasi Umum (DAU), yaitu dana yang bersumber dari pendapatan 

APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan 

keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka 

pelaksanaan Desentralisasi 

(3) Dana Alokasi Khusus, adalah dana yang bersumber dari pendapatan 

APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk 

membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah 

dan sesuai dengan prioritas nasional. 

c) Lain-lain PAD yang sah, meliputi hasil penjualan kekayaan Daerah yang 

tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar 

rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain 

sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh 

Daerah. 

2) Anggaran belanja, yang diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program, 

kegiatan, dan jenis belanja. Rincian Belanja Daerah menurut organisasi 

disesuaikan dengan susunan perangkat daerah/lembaga teknis daerah.  

Rincian Belanja Daerah menurut fungsi antara lain terdiri atas layanan umum, 

ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas 

umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, serta perlindungan 

sosial.   

Rincian Belanja Daerah menurut jenis belanja (sifat ekonomi) antara lain terdiri 

atas belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, dan 

bantuan sosial. 
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3) Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang 

bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan bersumber 

dari: 

a) sisa lebih perhitungan anggaran Daerah; 

b) penerimaan Pinjaman Daerah; 

c) Dana Cadangan Daerah; dan 

d) hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan. 

APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang 

mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya 

atau input yang ditetapkan. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD 

merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap 

sumber pendapatan. 

 

2. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

Dasar hukum dalam pelaksanaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala 

Daerah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang antara lain mengatur tentang: 

a. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang 

selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan 

urusan  pemerintahanan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang 

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran. 

b. Ruang Lingkup LKPJ meliputi: 

1) Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 

yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi: 

a) Capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya  

penyelesaian setiap urusan pemerintahan; 

b) kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya; 

dan 

c) tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran 

sebelumnya. 

2) Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan. 

Hasil pelaksanaan tugas pembantuan berupa: 

a) Pemerintah Daerah provinsi terdiri atas capaian kinerja: 

(1) tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat; dan 

(2) tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah 

kabupaten/kota. 
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b) Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas capaian kinerja: 

(1) tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat; dan 

(2) tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Daerah provinsi. 

Hasil pelaksanaan penugasan Pemerintah Daerah berupa Penugasan Pemerintah 

Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah 

desa.  

Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan tersebut memuat 

permasalahan dan upaya penyelesaian setiap tugas pembantuan atau penugasan. 

c. LKPJ disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam 

dokumen perencanaan dan anggaran tahunan.  

d. Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 

3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.  Paling lambat 30 (tiga puluh) hari 

setelah LKPJ diterima, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melakukan 

pembahasan LKPJ dengan memperhatikan: 

1) capaian kinerja program dan kegiatan; dan 

2) pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dalam 

menyelenggarakan Urusan pemerintahan daerah. 

e. Berdasarkan hasil pembahasan LKPJ, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan 

rekomendasi sebagai bahan dalam: 

1) Penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; 

2) Penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan 

3) Penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan 

strategis kepala daerah. 


